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QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan yang memerlukan pembiayaan maka tarif Pajak
Penerangan Jalan yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen
Nomor 32 Tahun 2002 periu dilakukan perubahan, karena tidak sesuai lagi
dengan perkembangan dan kemampuan masyarakat;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3684);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

3. Undang /?ﬂ

Lembaran Negara Nomor 3685);
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9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propihsi Sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 fentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138);

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan /?-ﬂ
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

18. Kepuiusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik
Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk
Produk-produk Hukum Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota:

25. Qanun M
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25. Qanu_nﬁ Kabupaten Bireuen Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pajak

Penerangan Jalan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN.

Menetapkan :

Pasal |

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan
Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 37), diubah

sebagai berikut ;

Pasal 6 huruf a dan huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut ;
a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri

sebesar 8% (delapan persen);
b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 5%

(lima persen).

Pasal ...... // .....
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Pasal II
Qanun ipj mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang men

getahuinya,.memerintahkan pengundangan Qanun ini
d

°n9an penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
padatanggaihg4 Maret 2005 M

/ ) »5Qhafar 1426 H
Q N \

Diundangkan di Bireuen —
pada tanggal 15 Ma.ct 2005 M
~.. 6 Shafar 1426 H

H ‘!:[f‘;'-\‘* '

ETARISDAERAH KABUPATEN,

: ASRI DJALIL, M.Si
Ng@ﬁa’ﬂtama Muda
REUHIRA10 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 17 SERI B NOMOR 1
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PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

l. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa Qanun Kabhpaten Bireuen Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan
Jalan, perlu dilakukan perubahan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam
rangka pembiayaan pembangunan.

2. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan
tentang pemberlakuan tarif baru, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

IIl. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal | dan Pasal Il : Cukup jelas.

¥
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